Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengungkapkan  pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pidana tutupan selama ini di Provinsi Riau?
2. Untuk mengungkapkan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan (dimaksud)?
3. Untuk mengungkapkan telaah paradigma konstruktivisme dapat menyumbang kepada penelusuran dinamika relasi antara pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan?

Adapun kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 
1. Secara filosofis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperdalam wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman masyarakat di Provinsi Riau dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat, baik perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta lebih khusus lagi hukum pelaksanaan pidana tutupan.
3. Secara ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pelaksana pidana di Negara Republik Indonesia.
4. Secara praktis penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang pemahaman masyarakat di waktu lain atau di daerah lain di Indonesia tentang landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan. 

Tabel –Tabel Lain

Paradigma, Pemahaman Masyarakat Riau Terhadap Pelaksanaan 
Pidana Tutupan

	Paradigma
	Pemahaman Masyarakat Riau

	 Konstruktivisme
Ontologi
Relativisme

Epistemologi
Transaksional/
Subjektivis

Metodologi
Hermeneuikal/Dialektikal

Metoda
Qualitatif,
-Quisioner
-Indepth Interview
-Focus Group Discussion
	· Masyarakat masih memerlukan pidana tutupan, disamping masih berlaku sebagai hukum positif, juga dirasa masih relefan untuk dilaksanakan, terutama perlu untuk petinggi negara yang tersangkut perkara pidana.

· Perlu ketegasan tentang perbuatan apa yang dapat dipidana dengan pidana tutupan.

· Porsentase masyarakat kota Pekanbaru yang tidak paham pelaksanaan pidana tutupan 80,78 %, sedangkan pada masyarakat kabupaten Siak yang tidak paham dengan angka 81,81 %.



Paradigma, Pemahaman Masyarakat Riau Terhadap Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan 

	Paradigma
	Pemahaman Masyarakat Riau

	 Konstruktivisme
Ontologi
Relativisme

Epistemologi
Transaksional/
Subjektivis

Metodologi
Hermeneuikal/Dialektikal

Metoda
Qualitatif,
-Quisioner
-Indepth Interview
-Focus Group Discussion
	1. Landasan filosofis UU tentang Pelaksanaan pidana tutupan: bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada hukuman tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentara.
1. Penerapan undang-undang tentang pidana tutupan hanya satu kali sejak diundangkan tanggal 31 oktober 1946 dalam Undang-Undang  Nomor  20 tahun 1946,.Penerapan undang-undang ini oleh hakim terkenal dengan dengan peristiwa 3 Juli 1946 atau “Tiga Juli Affaire”, sesuai putusan Mahkamah Tentara Agung  pada tanggal 27 Mei 1948
1. Keseluruhan porsentase yang tidak melandasi menurut pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tidak melandasi (77,16 %), dan Masyarakat Kabupaten Siak tidak melandasi (74,52 %)





Paradigma, Apek Perbaikan, terhadap Dinamika Relasi Antara Pemehaman Masyarakat dengan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan Pidana Tutupan 
	Paradigma
	Aspek
	Pemahaman Masyarakat Riau

	 Konstruktivisme
Ontologi
Relativisme

Epistemologi
Transaksional/
Subjektivis

Metodologi
Hermeneuikal/Dialektikal

Metoda
Qualitatif,
-Quisioner
-Indepth Interview
-Focus Group Discussion
	Aspek Perundang-undangan
	1. Kriteria perbuatan apa yang dapat dijatuhi dengan pidana tutupan.
1. Prosedur yang jelas dalam pelaksanaan pidana, dan batas waktu yang jelas berapa lama pidana tutupan dan tempat pembinaan yang jelas atau memberdayakan LP yang ada.
1. Disesuaikan dengan keyakinan hukum terpidana.

	
	
Aspek Kinerja Aparat
	1. Perobahan mind set aparat untuk mencapai tujuan hukum.
1. Kinerja aparat yang lemah karena undang-undang tidak memberikan dasar yang jelas bagi aparat ( hakim) untuk melaksanakan hukuman sesuai keyakinan hukum terpidana. Selain itu disebabkan oleh kebijakan atau diskresi tidak dapat dipidana.
1. Aparat pelaksana hukuman mestinya memiliki kemampuan diatas rata-rata sipir pelaksana pidana yang lainnya.

	
	Pemahaman masyarakat dipekanbaru terdapat angka yang sangat tinggi, tidak sesuai 76,6 %. Dan hal yang sama, angka pemahaman masyarakat kabupaten Siak terhadap kesesuaian landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan dengan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat di Riau sangat rendah, hal ini ditunjukkan angka yang tidak sesuai sangat tinggi 75,12%.




